
P I i R A T U R A N OAIHRAH K A B U P A T H N ROTI- : N D A O 

N O M O R 31 •rAHLJN 2004 

T E N T A N G 

R r - ' I U n U ' S I l U i M A H P O T O N G HKVVAN 

O i - ; N G A N R A M M A T T U I I A N Y A N G M A M A K S A 

i U I P A ' I I R O T E N O A O , 

i\. bahwa dengan berlakunya Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemenntahan Daerah maka Daerah diberi kewenangan 

untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendir i ; 

b. bahwa dengan di telapkannya Undang - undang Nomor 34 Tahun 

20tJ0 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retr ibusi Daerah, maka peraiuran Daerah 

yang mengatur tentang l^ajak dan Retr ibusi Daerah harus sesuai 

dengan Undang - undang d imaksud; 

c bahwa Retr ibusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu 

Pendapatan Daerah yang peniing guna rBcmbiayai penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah dan pcmbangunan untuk memantapkan Otonomi 

Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab; 

d bahwa sehubungan dengan hal - hal tersebut pada huruf a, b, c, diatas 

maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao 

tenlang Retr ibusi Rumah Potong Hewan, 

1 Undang-undang Nomor 6 lahun 1967 tentang Keteniuan-ketentuan 

Pokok l^eternakan dan Kesehatari Mewan ( i .emharan Negara No, 10 

Tahun 1967, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 2824 j ; 

2 Undang-undang Nomor 8 fahun 1981, lentang K i tab Undang-undang 

Hukum Aca ra Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, 

Ta inbahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 

3 Undang-undang Nomor I S Tahun 1997 leniang Pajak Daerah dan 

Retr ibusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun i 997, 

Tambahan Lembaran Negara 3685) . sebagaimana teiah diubah 

dengan Undang -- undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak 

Daerah dan Retr ibusi Daerah ( Tambahan Lembaran Negara 

, Negara tahun 2000 nomor 246, 'I 'ambahan Lembaran Negara 

Nomor 4048 ) 

4 Undang - Undang Nomor 8 lahun 1999 Teentang Perl indungan 

Konsumen ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan 

(.cmlxiran Negara NonK ) r 3821 ) 

5 *'Jndang-uiidang Nomor 22 Tahun 1999 icniang iVmenn iahan Oaerali 

(Le inbaran Negara Tahun 1999 Nonior 60. Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3839), 

6 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang i^erimbangan 

Keuangan anlara Pemerintah Pusai dan Dacrah fLembaran Ncgara 

Tahun \9^)9 Nomor 72, "I'ambahan Lenibaran Ncgara Nonior 3848), 

7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Ten lang Pen\elenugara 

Negara Y a n g Bers ih Dan Bebas dari Korups i . Ko lus i dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3852), 



S tJp.dang-uncluiig Nomor V Tah i in 2002 ' I 'cnlang Pernbcniukan 

Kahupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara T i m u r (Lembaran 

Negara Tahun 2002, Nomor 22 Tambahan [.embaran Negara 4184) . 

9 Peraturan Pemermtah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kcsehatan 

Masyaraka i Vetcrmer (Len ibaran Negara Tahun 1983, Nomor 28) . 

!() Peraturan Pcmcrmiah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemcrmiah dan Kewenangan Propmsi sebagai 

dtural i O lona i i i ( Lsmbaran Ncgara Tahun 2000 Nomor 54 

lambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ; 

11 Peraiuran Pemennlah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah 

( i -embaran Negara Republ ik Indaonesia Tahun 200! Nomor 118 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 138). 

! 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retr ibusi 

Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

1 19, Tambahan i,embaran Negara Nomor 4139) . 

13 Kcpu lusan Mcnter i Oalam Negeri dan Otonomi I3aerah Nomor !71 

Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraiuran Daerah Tenlang 

Pajak Daerah dan Retr ibusi Daerah 

14 Kepulusan Menteri Dala i i i Negeri dan Otonomi Dacrah Nonior 174 

Tahut i i997 icntang I 'edoman Tata Cara IVnumgutan l^olribusi 

l^aerah, 

15 Keputusan M c n l c n Da lam Negeri dan (Jtonomi Dacrah Nomur 175 

Tahun 1997 tenlang Pedoman Tata Cara Pemenksaan di Bidanu 

f^ctiihusi Oaerah 

U) Keputusan Menier i Oalam Negcn dan (Jloivomi Dacral i Nonior 21 

lahun 2001 leniang Penyusunan dan Materi Mualan Prcnluk-produk 

l l ukun i Daerah. 

17 Keputusan Menteri Da iam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 

Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Dacrah. 

18 Keputusan Menteri Da lam Negeri dan Otononi i Dacral i Nomor 23 

Tahun 2001 Icntang Prosedur Penyusunan I'roduk l l u kum Daerah. 

IS) Kepulusan Menten Da lam Ncgeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 

Tahun 2(i() l Tcntang Lcmbaran Daeral i dan i k r i i a iJ)aerah. 

211 I 'eraturan Dacrah Kabuapien Rote Ndao Nonior 3 tahun 2003 

ic inanu S i ruku i r dan Tata Kc r ja Pt.-rangk:u daerah Kabupaien 

Role Ndao 

21 Kepulusan Bupati Rote Ndao Nomor U I / S K L P / H K / 2 U 0 3 Tahun 2903 

Ten lang Pclaksanaan Pungutan Pajak dan Retr ibusi Dacrah. 

Dengan Perseiujuan 

D E W A N P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H 

K A B U P A T E N R O T E N D A O 

M E M U T U S K A N 

enetapkan : P E R A I ' U R A N D A E R A H K A B U P A T E N R O T E N D A O T E N T A N G 

. R E T R I B U S I R U M A H P O T O N G H E W A N . 

B A B I 

K E T E N T U A N U M U M 

Pasa l L 

alam Peraiuran Daerah ini yang d imaksud dengan : 

I Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao, 

Pcmcr in iah Dacrah adaiah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. 

Kcpa la Daeri ih adaiah Bupal i Rote Ndao. 

i Peiabai adalah pegawai yang dibcri tugas terlentu di bidang Retr ibusi Daerah sesuai dengan 

nci. i iuran perundang-undangan yang berlaku. 
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I le tnbus i Jasa Usaha adalah letr ibusi alas jasa yang disediakan o lch Pemerin iah Daerah 

dengan menganut prinsip komers ia l , karena pada dasarnya dapai pula di sediakan oleh 

•seklor ssvasia. 

Reir ibusi Rumah Potonu l i e w a n yang selanjutnya dapai disebul Rei r ibus i adalah 

pembayaran alas pelayanan penycdiaan rumah pcmolongan hewi in ic rnak tcrmasuk 

pemeriksaan kesehaian he\van sebeium dipoiong. yanj j di kclo la oleh Pemcnntah Daerah, 

'• Wa)ib Rei r ibus i adalah orang pribadi atau badan yang mcnurui l^craui ian Pciundang-

Lindangan rc inbusi d iwa j ibkan un luk melakukan pi.-mbayaran rc inbusi 

Masa Kei r ibus i adalah sualu jangka w a k l u ler ienlu ya i ig merupakan batas ^saktu bagi Waj ib 

Reir ibusi untuk memanlaa ikan fasi l i ias runiah pemotongan hewan teinnk 

: Sural Pendattaran Obyek Rei r ibus i Daerah >ang selanjutnya dapat disingkat S P O R D . 

adalah sural yang digunakan oieh Waj ib Reir ibusi unluk melaporkan obyek reir ibusi dan 

sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang icrujang menurut peraiuran 

perundang-undangan yang berlaku. 

b Sural Ketetapan Retr ibusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat S K R D adalah Sura l 

Keputusan yang menentukan besarnya j um lah reir ibusi leruiang, 

I Sural Keieta i ian Rei r ibus i l^aerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjuinya disingkat 

S K R I ' J K B T , adalah Sura l Kepu lusan yang ineneniukan lambahan alas jumlah retribusi 

yang le lah di ie iapkan. 

Sura l Ke ie iapan Rei r ibus i l^aerah I.ebih Bayar . yanu se lan ju in \  dapat dismgkat S K R D I . B . 

adalah Sura l Keputusan yang mcncntukan jun i lah kclebihan pembayaran retnbusi karena 

jumlah kredi l reir ibusi lubih besar daripada rel i ibusi yang tcruiang atau i idak s c h a r u M u a 

.~ terutang 

3. Surat Tag ihan Retr ibusi Daerah. yang selanjutnya dis ingkai S T R I ! ) adalah sural uniuk 

melakukan tagihan i-etribusi dan aiau sanksi adminis i rasi bcrupa bi inga atau denda 

14 Surat Kcpu lusan Kebcrata i i ada lah Sura l Keputusan a las kcberaian lerhadap S K R i J aiau 

dokumen lain yang d ipcrsamakan S K R D K B r dan S K R D L R yang diajukan oleh Waj ib 

Reir ibusi . 

I I Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari , mengumpulkan dan mengelola 

data atau keterangan Ifiinnva dalam rangka pengawasan kepatuhan kewaj iban Rei r ibus i 

Daeral i hcrdasarkan Peraiuran Perundang-undangan Rei r ibus i Daerah, 

<). Peny id ikan T i n d a k Pidana di bidang F^etribusi Daerah adalah serangkaian t indakan yang 

d i lakukan oleh Penyid ik Pegawai Neger i S ip i l yang seianjutnya disebut Penyid ik , untuk 

mencari seria mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membual lerang tindak pidana di 

bidang Re i r ibus i Daerah yang lerjadi serta menemukan tersangkanya, 

B A B I ! 

N A M A , U B Y F . K , D A N S U B Y E K R E T R i B U S l 

P a s a ! 2 . 

V i igan nama Re i r ibus i Rumah Potong Hewan di pungui reir ibusi sebagai_ pembayaran atas 

K layanan penyediaan fasi l i las Rumah Poiong Hewan termasak pemeriksaan hewan sebeium 

Uipotong. 

P a s a l 3 

Obyek rc l r ibusi adalah penyediaan fasi l i tas Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah Daerah. 

) T idak tennasuk obyek retribusi adaiah pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging 

import, 

P a s a ! 4 

ubvck Rctr ibusi adaiah orang pnbadi atau badan yang menggunakan fasil itas Rumah Potong 

c w a n ( R P H ) . 



B A B U l 

G O L O N G A N R E T R I B U S I 

Reir ibusi R u m a h Potong I lewan digolongkan sebagai Rei r ibus i Jasa Usaha. 

B A B I V 

C A R A M E N G U K U R T I N G K A T P E N G G U N A J A S A 
t 

P a s a l 6 

T ingka i pengunaanjasa di ukur berdasarkanjenis pelayanan, dan jumlah ternak yang dipotong. 

B A B V 

P R I N S I P P E N E T A P A N S T R U K T U R D A N B E S A R N Y A T A R I P R E T R i B U S l 

Pasa l 7 

Prinsip penciapan l a r i f reir ibusi Rumah Poiong Mewan adaiah biaya biaya admmislrasi 

Pemeriksaan. Pcrawaian, dan Peinbinaan. 

B A B V ! 

S T R U K T U R D A N B E S A R N Y A T A R I F R E T R I B U S i 

P A S A L 8 

Si ruk lur dan besarnya lar iT Rcir iLnis i Rumah Poiong Hewan diteiapkan sebagai bei ' ikut: 

( 1 1 Penuawasan pcmotongan pada Rumah Poiong Hewan daiam w i iayah Kabupaien 

Ri) ie Ndao 

a. Untuk Sapi , Kc rbau dan Kuda 

- . D i Rumah Potong Hewan B a a Rp. 15.U00/ekor, 

D i Keca inatan / Desa / Ke lu rahan Rf>. lO.OOO/ekor. 

b. Un luk Bab i , K a m b i n g dan domba 

- D i Ru inah Potong Hewan B a a Rp. 7.500/ ekor. 

Di Kecama ian / Desa / Ke iurahan Rp. 5,000/ekor. 

(2) Pengawasan pemotongan di luar Rumah Potong Hewan ( Kecama ian dan Desa / Ke lurahan 

yang belum ada R P H ). 

a. Untuk Sap i . Kerbau, Kuda Rp. 10.000/ ekor. 

b. Untuk Bab i , Kamb ing . Domba Rp. 5 . 0 0 0 / E k o r , 

(3 ) f^iaya. pemenksaan hcwasi pcmoionuan. perawatan hasil potong dan biaya kebersihan 

didalam Rumah Polong Mewan Baa dan di Kecamatan / Desa / Kelurahan, 

a. Untuk Sapi . Kerbau, Kuda 

{ ) \h Potong Hewan Baa '. Rp, 7.500/ ekor. 

I ) ; Kumah Poiong Hewan K c c . / Desa / Keiurahan Rp, 2.500/ ekor, 

b. l i n i uk I^abi. Kamb i i i g Domba 

- D i Rumah Poiong Hewan Baa Rp. 5,000/ ekor, 

- D i Rumah Poiong Hewan Kec , / Desa / Kc lu rahan Rp. 2,500/ekor. 



B A B V I I 

^ W I L A Y A H P U N G U T A N 

Pas j i l 9 

Iflbusl clipLingm cli Wilaytth Dnemh lumput pclttyunan pcnycdiuun, fasiliias pcmoiongan ternak 
berikan, 

• B A B V l i l 

: M A S A R F - T R I B U S l D A N S A A T T E R U T A N G R E T R I B U S I 

j Pasa l 10 • 

liiisa Ketr ibusi untuk pcmakaia i i kandang dan atau pclayanan daging adalah jangka waktu yang 

Inian>';! i (satu} hari atau di ietapkan lain oieh Kepa la Daerah. 

Pasa l 11 

aat rctribusi Icrutang adalah pada saat ditctapkannva S K R D dan dokuinen iainnya yang 

ipersainakan, 

B A B I X 

S U R A T P E N D A K T A R A N 

Pasa! 12 

1) Waj ib Retr ibusi waj ib niengisi Sura l Pendaftaran Obyek Reir ibusi Daerah ( S P O R D ) . 

2) S P D O R D sebagainiana din iaksud pada a\at ( 1 ) harus dusi dengan jeia.s benar dan lengkap 

scrta t iuandaianuani oleh VVajib Rctr ibusi aiau kuasanya. 

3) Bcniuk isi serui una cara pcngisian dan pcnyanipaian S P I J O R D sebagai mana diniaksud 

pada aval ( I ) d i ie iapkan oleh LUipati 

B A B X 

P E N E T A P A N R E T R I B U S I 

Pasa l 13 

' i j Berdasarkan S P D O R D scbagannana din iaksud dalani pasal 12 ayat ( i ) d i ie iapkan retribusi 

leruiang dengan mencrb i lkan S K R D (Surat Keterangan Retr ibusi Daerah) atau dokumen 

iain untuk dipcrsamakai i . ^ 

(2) Apabi la berdasarkan hasi l pemeriksaan dan di temukan data baru yang menyebabkan 

penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeiuarkan S K R D K B T (Surat 

Kc ierangan Rctribuss iJaerah Kurang Bayar Tambahan). 

(3) Bcn iuk . isi dan lata cara penerbiian S K R D (Sura l Kctctapan Retr ibusi Daerah) aiau 

dokunicn iai i i yang dipersainakan sebagaimana diniaksud pada ayal [ \  dan S K R D K B 7 ' 

scbagii iniai ia d imaksud pada ayal ( 2 ) d i ie iapkan oleh Bupal i . 

• B A B X I 

T A T A C A R A P E M U N G U T A N 

Pasa l 14 , • 

(1) Peinungutan Retr ibusi tidak dapai diborongkan 
(2) Reir ibusi dipungut dengan menggunakan S K R O aiau dokumen lain yang dipersamakan. 



l i A B X l l 

S A N K S I A D M I N I S T R A S I 

Pasal 15 

ialtini waj ib reir ibusi l idak membayar lepal pada waktunya aiau membayar kurang, d ikcnakan 

^lk»i titJintnitlruni bci'wpu huni^u ^Cbcsttf 2 % (duu setengah persen) setiap bulan dari retribusi 

hg lerutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan S T R O 

iirai Tag ihan Rei r ibus i Daerah) 

B A I i X I I I 

T A T A C A R A P b i M B A Y A R A N 
t 

Pasal 16 

I ) Pembayaran reir ibusi yang leruiang harus di lunasi sekal igus 

" ) Rei r ibus i yang terutang di lunasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak 

dtterbi ikannya S K R D ^.'au dokumen Iain yang dipersamakan. 

) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Kepulusan 

Bupat i . 

B A B X i V 

T A T A C A R A P E N A G I H A N 

Pasa l 17 

I) Kc inbus i le iu iang bcrdasarkai i S K R U , S K R D K B ' l ' , S T R D yang tioak aiau kurang dibayar 

oleh Waj ib Retr ibusi dapat di iagih dengan Sura l l^aksa 

2} Pcnagihan rctr ibusi d i iaksanakan bcrdasarkan Peraturan Pcrundang-undangan yang berlaku. 

B A B X V 

K E B E R A T A N 

Pasa l18 

4) Waj ib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang 

ditunjuk atas S K R D atau S K R D K B T dan S K R D L B . 

' ) Keberaian dia jukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang 

je las. 

) Da lam hal Waj ib Retr ibusi mcngajukan keberatan atas ketetapan reir ibusi, Waj ib Retr ibusi 

harus dapai membuk i i kan ketidakbenaran penetapan tcrsebui. 

^ ) Keberaian harus diajukan dalam jangka w a k l u paling lama 2 (dua) bulan sejak S K R D , 

S K R D K B T d i ie rb i lkan, keeual i apabi la Waj ib Retr ibusi tertentu dapat menunjukan bahwa 

jangka waktu i lu t idak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

) Keberaian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana d imaksud pada ayat (2 ) dan (3 ) 

tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak d i layani . 

) Pengajuan keberatan tidak menunda kewaj iban membayar retribusi dan pelaksanaan 

penagihan retribusi. 

Pasa! 19 

.) Bupat i dalam jangka wak lu pal ing lama 6 bulan sejak langgal sural kcbcraian di ier ima 

harus member i keputusan alas keberaian yang diajukan. 

2) Keputusan Bupa l i alas keberaian dapat berupa mcnenma scluruhnya atau sebagian, 

menolak atau menambah besarnya rctribusi yang terutang. 

) Apab i la jangka wak tu sebagaimana d imaksud pada aya l i (sa lu) telah lewat dan Bupati 

tidak member ikan suatu kepulusan, keheraian yang diajukan tersebut di anggap dikabulkan. 
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B A B X V J 

P B N G E M B A L I A N K E L E B I H A N [ ' E M B A Y A f < A N 

Pnsnl 20 

1) A l i i s kelebiluin pcnibaytirau rtunbusi. wa i ib le l r ibusi dapat mengajukan permohonan 

2) Bupati dalam jangka waktu pal ing lama 6 (enam) bulan sejak di ter imanya permohonan 

pengembalian pembayaran rctnbusi scbagaimana di inaksud pada avat ( I ) harus 

n iembenkan kcputusan 

3) Apabi la jangka wak lu sebagaimana dimaksud pada ayal (2 ) telah di lampaui dan Bupa l i 

udak membcr ikan sualu keputusan permohonan pengembaiian kelebihan retribusi dianggap 

dikabulkan dan S K R D L B harus diterbi lkan dalam jangka w ^ k l u paling lama 1 (satu) bulan. 

•4) Apab i la Waj ib Retr ibusi mempunyai hutang retribust lainnya, kelebihan pembayaran 

rclr ibusi sebagaimana d imaksud pada aval ( I ) langsung diperhi lungkan untuk melunasi 

tcrlebih dahulu hutang retribusi tersebut. 

(5) Pcngembal ian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) 

di iakukan dalam jangka wak tu pal ing lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya S K R D L B , 

-6) Apab i la pengembalian kelebihan pembayaran retribusi d i iakukan setelah lewat jangka 

waktu 2 (dua) bulan, Bupat i member ikan imbalan bunga sebesar 2,5 % sebulan atas 

keterlambaian pembayaran kelebihan reir ibusi 

Pasa! 21 

Permohonan pengembal ian kelebihan pembayaran reir ibusi diajukan secara lertui is kepada 

upati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : 

a. Naina dan alamat waj ib retribusi. 

b. IMasa'retribusi 

c. Besarnya kctebi l ian pembayaran 

d. A lasan s ingkal dan je las. 

J 1 Pcrniohonan pengembalian pemtsayaran retribusi d isampaikan seeara langsung atau mt:!alui 

pos tcrcatat. 

) Buk t i penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengir iman pos lercatai merupakan bukti 

saat permohonan d i ie r ima oieh Bupa l i . 

Pasai 22 

' ! ) Pengembal ian kelebihan retribusi d i iakukan dengan menerbi lkan surat perintah membayar 

keiebihan retribusi. 

) Apab i la kc lcb ihan pembayaran rctr ibusi dipcrhi tungkan dengan hutang rctribusi lainnya, 

scbagimana d imaksud dengan pasal 20 ayal (4 ) pembayaran d i iakukan dengan cara 

pemmdah bukuan dan bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukl i pembayaran 

B A B X V I I 

I M - M C i l l R A N C I A N K R R I N G A N A N D A N P E M P . E i i A S A N K E T R l B U S i 

Pa.sa! 23 

1| l iu[)ati dapai mcmbc i i kan peiigurangan, kermganan dan petnbebasan rclr ibusi . 

2) I 'cmbcr ian pcngurangan dan kcr inganan retribusi sebagaimana d imaksud pada ayat M ) 

dapat d iber ikan antara lam kepada waj ib retribusi dalam rangka liajalan 



^ • " ^ B A B X V i l i 

'^i^' K A D A L U A R S A P E N A G I H A N 

Pasfi l 24 

) Hal uiituk n ie lakukan penagihan letr ibusi kaclaluarsa seteiah melampaui jangka wak tu 3 
inhun terhi iung se^nk sati; terhutongnya rc l r ibusi , kccual i apabila Waj ib Retr ibusi 
n ie lakukan tmdak pidana di bidang reir ibusi 

) Kadaluarsa penagihan le i r ibusi sebagamiana d imaksud pada aya l ( 1 ) lertangguh apabila : 

a. Di terb i tkannya Surat Teguran atau 

b, Ada pcngakuan lui lang reir ibusi dari Waj ib Rei r ibus i baik langsung maupun l idak 
langsung. 

ff 
B A B X I X 

K E T E N T I J A N P I D A N A 

Pasa i 25 

) Waj ib Retr ibus i yang tidak melaksanakan kewaj ibannya sehingga merugikan keuangan 

Daerah di ancam pidana kurungan pal ing lama 6 buian atau denda pal ing banyak 10 x 

jumiah retribusi terhutang. 

2) T indak pidana yang d imaksud pada ayat I pasal ini adalah pelanggaran. 

B A B X X 

P E N Y I D I K A N 

Pasa l 26 

I Peiabai Pegawui Neger i S ip i l tertentu di l ingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang 

khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 

I.Jaerah aiau Rct r ibus i Dacrah sebagaimana dmiaksud daiam U U no. 8 Tahun I 9 S I tentang 

Hukum Aca ra Pidana, 

) Wewenang penyidik sebagaimana d imaksud pada ayat ( ! ) adaiali ; 

a, Mener ima, mencar i , mengumpulkan dan menel i t i kelerangan atau laporan berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau iaporan tersebut, 

menjadi lengkap dan je las. 

b, Mene l i l i , mencar i dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 

tenlang kcbenaran pcrbuatan yang d i iakukan sehubungan dcnuan iindak pidana 

dibidang Rctr ibusi Daerab , 

c Memin ia keicrangan dan aiai buki i dan orang pnbadi aiau badan schubungan dengan 

lindak pidana di bidaiig Rc l r ibus i Daeral i . 

J Men ienksa buku-buku, caia lan-caia ian dan dokunien-dokumcn lam berkenaan dengan 

tindak pidana dibidanu Retnbusi Daerah 

e Mc lakukan [x:nggcicdahan untuk mendapatkan alat bukti penibukuan. pcncalatan dan 

dokunien-dt)kumen Iain, sei ia melakukan penyitaan lerl iadap alat bukti tersebui 

1 Mcni in ta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaiia.an uigas penvidikan tindak pidana 

dibidang Re i i i bus i Dacrah 

u Mei ivuruh berheni: atau inelarant,' seseorang mcnmggalkan luangan atau lempat aiau pada 

saat pcmcnkNaan sedany l)erlangsung dan mcmer iksa idci i l i las oiang atau dokumen yang 

dit)awa sebagaimana d imaksud pada hurufe, 

h. Memoi re i scscorang yang bcrkaitan dengan tindak pidana Rctr ibusi Daerah, 

1 Mcmanggi l orang untiik didcngar kclcrangannya dan dipcr iksa scbagai tcrsangka aiau 

saksi, 

]. IMenghcntikan penyidikan 

k Mc lakukan tindakan I an ; \ang pcriu unluk kclancaran penyidikan tindak pidana di bidang 

i x c t n l i u M ! )at.rah nicnurut hukui i i \ang dapat dipcnai'.ggung lawabkai i 
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( j ) P c i i y i J i k sebiiuii imana J i t i iaksud pada ayal ( 1 ) mcmbcr i iahukan d imula inya pci iy id ikan dan 

nionyainpaikai i hasil [K 'ny id ikannya kepada [lenunuil i i inum scsuai donuan kolcntuan yafu-

dialur dalani U ( J No S laluin S I i c n i a i i L ; l l ukun i A c a i a I ' idana. 

B A H X X I 
KirrUNTUAN IMr iNUTUP 

( 1 ) 

2} 

I ' asa l 27 

I la l -ha l yang belum cukup dialur dalam Peraturan Daerah mi sepanjang mengenai 

pelaksanaannya akan diatur lehih lanjut oleh Bupa l i . 

Dengan ber lakunya Peraiuran Daerah in i , maka segala kcftjniuan • yang mengatur 

icmanu Rc l r ibus i Kumah Potong i l c w a n d inyaiakan l idak berlaku lagi. 

Pasal 28 

>' i . ini i iu i D i ic iah u i i niulai berlaku pada langgal diundangkannya agar seiiap orang dapat 

mcngc iahunna. memer i iuahkan pengundangan Peraiuran Daerah ini dengan menempalkannya 

dalam Lcmbaran Daerah Kabupaten Rote Ndao. 

Ditetapkan di B a ' a 

padcv-i:^ng,!^U-h5^ini 2004 

iundangkan di Ba a 

pada Uinggai 1 S Jum 200-] 

PLl . - S E K J U ^ r A R L S [:)Ar£RAl-J K A B U P A J B N R O T E N D A O 

y M A ^ a i S D O M I N G ^ J S W E L K I S 

E M - B A R A N D A E R A H K A B U P A T E N R O T E N D A O " l A H U N 2004 

NOMOR 0 3 ! S R R l C N O M O R 014 



P E N J B L A S A N 

A T A S 

PimATURAN D A I E R A I I KABUPATKN R O T E NDAO 
N O M O R 31 T A H Y N 2004 

T E N T A N G 

R E T R I B U S I R U M A H POTONG HEWAN 

U M U M 

. Pcbksanaan Undanu - undang Nomor 22 Tahun 1999 lentang Pemerintahan Daerah 

mengisyaratkan perlu j n e l a k u k a n penataan sumher --• sumber penerimaan sesuai dengan 

; kowenangan yang diteiapkan dalam Peraiuran Pcmermlah Nomor 25 tahun 1999 tentang 

Kcv' .enangan Pemcrmiah dan Kewenangan Propmsi sebagai Daerah Otonom. 

Oengan bcr lakunva Undang undang Nonior 34 Tahun 2000 lentang Perubahan alas 

Ui'danij undang Nonior 18 Tahun 1997 tcntang Pajak dan Rc l r ibus i Daerah harus 

s c s i i a i dengan Undang • up,dang dimaksud. 

Unluk itu Pemennlah Kabupaten Rote Ndao dengan persetujuan l ^ e w a n Perwaki lan 

Rakya i Daeral i Kabupaten Ro le Ndao rnenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao 

tentang Rctnbus i Rumah Potong Hewan. 

I . ['asai demi pasal 

1 Pasai ! s/d 28 : C u k u p j e i a s 

I T A M H A H A N I . E M B A K A N D A I i R A H K A B U P A T I - N R O T I - N D A O 

:. N O M O K 
i 

in I 


